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BAB  V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh uraian diatas yang telah penulis sajikan dalam bab-bab 

sebelumnya, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Peran dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan peran 

LPPOM-MUI dalam memberikan informasi terkait sertifikat halal dinilai 

kurang maksimal untuk pelaku usaha rumah makan atau industri kecil 

karena tidak tersedianya struktur organisasi dari LPPOM-MUI dalam 

bidang penelitian/kajian dan pengawasan untuk meningkatkan jumlah 

pelaku usaha dalam melakukan sertifikat halal. Hal yang menjadi 

kekurangan dari pihak LPPOM-MUI adalah pihak LPPOM-MUI yang 

masih bersifat pasif dengan arti bahwa pihak LPPOM- MUI tidak 

melakukan pemaksaan kepada pihak pelaku usaha untuk melakukan proses 

sertifikasi karena LPPOM-MUI merupakan organisasi MUI yang 

merupakan lembaga independen yang tidak mempunyai campur tangan 

dengan pemerintah, pemberian informasi terhadap sertifikasi halal dengan 

memanfaatkan media tekhnologi dinilai masih kurang maksimal sehingga 

jumlah pelaku usaha serta masyarakat tidak mengetahui pentingnya 

sertifikasi halal.  

b. Kendala yang dihadapi oleh LPPOM-MUI dalam penerbitan sertifikat 

halal oleh LPPOM-MUI: 
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a. Fasilitas Fasilitas LPPOM, karena sampai saat ini masih belum 

mempunyai kantor yang khusus serta pengimputan data masih 

menggunakan sistem manual. 

b. Fasilitas dari auditor yang melakukan pemeriksaan bahan karena 

mengingat waktu yang dibutuhkan auditor dalam pemeriksaan cukup 

lama. 

c. kendala dari pelaku usaha sendiri yang menganggap biaya 

administrasi cukup mahal. 

5.2  Saran 

Lebih meningkatkan peranan LPPOM-MUI dalam memberikan informasi 

berupa sosialisasi seputar pelatihan dan seminar sebaiknya lebih ditingkatkan 

kembali terutamabagi rumah makan industri kecil. Hal ini akan membantu mereka 

untuk memahami proses sertifikasi halal dan penyusunan Sistem Jaminan Halal. 

Selain itu, media informasi yang tak kalah pentingnya adalah media massa. 

Informasi sertifikasi halal dari media massa dapat diperoleh melalui iklan atau 

tayangan di televisi, radio, surat kabar, atau pun internet. Peranan media massa 

pun harus lebih ditingkatkan agar penyampaian informasi seputar sertifikasi halal, 

penyelenggaraan seminar atau pelatihan, atau pun kegiatan lainnya yang 

diselenggarakan oleh LPPOM MUI dapat diketahui oleh perusahaan, pelaku usaha 

dan masyarakat terhadap masyarakat luas tentang kehalalan, produk yang sehat, 

dan tentunya terhadap makanan-makanan yang sudah berlabel dan belum berlabel 

halal.  

Diharapkan adanya peningkatan terhadap struktur organisasi dari LPPOM-

MUI misalnya: bidang penelitian dan pengkajian serta bidang pengawasan 
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